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KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR: 70/KEP/G5/2012

TENTANG

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional tentang Informasi Yang
Dikecualikan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional,



Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5080);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional;

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan
Kependudukan dan Keluarga Berencana;

10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 136/PER/D2/2011 tentang
Pengelolaan Informasi Publik Badan Kependudukan Dan
Keluarga Berencana Nasional;

11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 163/PER/D2/2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di
lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional;

12. Keputusanan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 137/PER/D2/2011 tentang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA™ BERENCANA NASIONAL TENTANG INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

Menetapkan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebagaimana
terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan
Kepala ini.

Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dijadikan sebagai acuan dalam pelayanan
informasi publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana



KETIGA . Keputusan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Februari 2012




Lampiran Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional

Nomor
Tanggal
Tentang

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI UMUM

: 70/KEP/G5/2012
: 27 Februari 2012
Informasi,Yang Dikecualikan di Lingkungan BKKBN

Parpres Nomor 54 Tahun
2010 beserta perubahannya

RINGKASAN INFORBAS! DASAR HUKUM BATAS WAKTU KONSEXWENSI KOMPONEN
PENGECUALIAN AKIBAT HKA MANFAAT JIKA
INFORMAS! DIBUKA INFORMAS! DITUTUP JANAB
1 2 3 4 3 B 7
1 CohumenBerkas/Arsy Ui Mo, 14 Tahun 2002 Tioak Terbalas Mengungkap data Meindung data pribad BIPEG
PNE {basahielektron) sertang KiP Pasal 17 hunif b pribadi PNS yerg PNG yang bersitat
bers®at rahasa Ihas3
z Wentias PNG yang UL No. 14 Tahun 2008 Tosk Terbatas Wengungkap c3@ Teindung 533 proas ===
meianggar displin dan tersang KiP Pasai 17 hunf h pribadi PNS yang PNS yang bersiat
diatuhi hukuman disiplin tersfatrahass ahasia
3 Gentms PNG yang TU No. 14 Tahun 2002 T Terbats Mengungkap Gats Wetndung: 03t proad BFEG
mengajukan zin sertang ¥iP Pasal 17 hundf h prbadi PNS wang PNS yang tersfiat
perceraan/perkanmnan bersfat rahasa rahasia
3 Data Hasil Assesment L No. 43 Tahur 1999 Tiiak Terbalas | Hasil periaan Meindung dats proad || BIPEG
Kompatens: tertang Pokok-pokek sompetens! 3kan PNS yang bersiat
Kepegawaan membawa dampak ranasa
tebih lanjut bagi PNS
yang bersangkutan
5 Data Rekam Medi RS UU No. 14 Tahun 2008 Tidak Terbatas Mengungkap cata Meindungi data pribadi BIPEG
BKKBN temiang K Pasal 17 hund h pribadi PNS yang PNS yang bersifat
bersfat rahasa r3hasia
B8 Data usuian UU Mo 14 Tahun 2002 Sarnpa: dengan Merugkan proses Menaga m konousd BIPEG
katar PHS tentang KiP Pasal 17 hund | kebijakan kungan kerja
dalam iabaten struktural atau menghambat
arena adanya
pengungkapan secara
prematur
7 Hasil: UL Mo, 14 Tahun 2003 Tak Terbatas Mengharnbat Meambanty BKKEN IRPRC. RIAD,
- saan Rutn tentang KIF Pasal 8 unufc s=suksesan kabiakan dafam pelaksanaan IRKEP
3yat & dan Pasal 17 hund i karena adanya kebiakan
- Pemerisaan kasus pengunghkapan secara
prematus
an Mentsri PAN No.
knusustovesigasi PERD4M PANT22002
- Rewwew laporan entang Kode Btk Melanggar PP tentang
keuangan Pengawasan dan No batasan distibus; LHP
tentang Standar Sedt
Pengawasan Intem Melanggar Peraturan
Pemerntah BabMNo 4500 MENPAN teriang
batasan distus: LHP
Peraturan MENDAGRI No. 28
Tahur 2007 temang Norma
Pengawasan dan Kode Ebk
Pejabat Pengawss
Femerntah, Lampran | Bab
Norma Pelaporan huruf 3
B Rinciar Harga Ferkrasn Ul No_ 14 Tahun 2008 Selams proses Menghambat ketiakan|  Eimens anggaran IS
Sendr (HPS! tentang KIF Pasal 17 hune i pengadaan karena adanys karena dipercich
dani secara yang wajar
Perpres Nomer 54 Tahun prematur
2010 besenta pesubahannya {rnenimibulkan
penilzan tidak
cbyelaif}
a Dokumen Penawaran UG No 14 Tahun 2008 Selama proses Muncd persaingan Dapat menjaga BiKUB
Kontrak tentang K0P Pasal 17 hunsf | pengadsan usaha yang toak sehat|  otiektiftas penialaian
o varangfas3




NO | RINGKASAN INFORMAST DASAR HEFRGRM
PENGECUALIAN AKIBAT JKA MANFARY JIA PENARGGUNG-
INFORMAS! DIBUKA INFORMASI DITUTUP JANAR
1 2 3 4 5 £ 3
10 Fencana Pembelian UL Mo. 14 Tahun 2008 Tarrga Menghambat Bencegah spexulan BikUB
TanahFropert: tertang ¥iP Fasal 17 hundfe |  seksainya kesaksesan ketijakan
angka 4 pmses karena adanya
TEMDEsasan pengungkapan secara
warah prematsr
" Bandwidth fensgement UU ho. 1t Tahur 2008 Tidak Terbatas Penyalahgunasn Mengatur kestabiian DITTIFCOK
irformas: dan Transaks kapasias bandeedthodi | handedoh
Elekrord/|TE Pasal 30 fuar keterduan
12 Internet Frotocol! iIF UL Mo, 3% Tahun 2008 Tuak Terbatas hak DITAFDCK
Adress Private: informasi dan Transaksi akses akses
Elekronk/TE Pasal 30
13 Kpde Akses Eekironk U Mo, 11 Tahun 2008 Tidak Terbatas Penyalahgunsan oleh Yeniaga keamanan DITTIFDOK
nforrsas: dan Transaks pihak-pihak yang tdak. omputes
ElekrorkTE Pasal 1 Angka bertanggung-jawas
®
14 Lokasi Server Ul No. 11 Tahun 2008 Twak Terbatas Penyalahgunaan oleh Menjaga keamanan DITTFDOK
wforras: dan Transaksi pihak-pihak yang tdak Server dan datanys
ElekrordiTE Pasa 30-27 bertanggung-jawas
{tndak krimnal dan
pencunan cataj
18 Sistem Keamanan UU Mo. 14 Tahun 2008 Tak Terbatas Penyalahgunaan oleh Henjaga keamanan DITTIFDOK
Elektronk tentang KiF Pasat 17 hunf | pihak-pihak yang tdak womputer
UUNo. 11 Tahun 208 tentang bertanggung-jaat
irformas: dan Transaksi
Elekironik (7TE)
B System Management UU Ne. 14 Tahun 2008 Tak Terbatss Penyalahgunaan okeh Menjaga keamanan DITTFCTK
Database sentang KiP Pasal 17 huns i pihak-pihak yang bdak |  komputer
UUNe. 11 Tahun 508 tentang bertanggung-jawat
formas: dan Transakst
Elektroni (1TE}
. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI KHUSUS
NO | RINGKASAN INFORMAS] DASAR HUKUM BATAS WAKTU KONSEKWENS! KOMPONEN
PENGECUALIAN AKIBAT KA MANFAAT JIKA PENANGGUNG-
SAWAB
1 2 3 4 S £ 7
1 Diata Individu Has# UL No. 14 Tahun 2008 Samgai dengan 3 i dat; DITLAPTIK
Pendataan Keluarga tentang KIP Pasal 17 hunfh | o pribadi keluargayang |  keluarga yang berséat
2 Data Mileo Kelompok UU No. 14 Tahur 2008 Sampa: dengan M k i dat DITPEMKON
UPPKS tertang KIP Pasal 17 hunaf b & keforrpok UFPHS Yelompok UPPKS yang
3 Data Radagram UU No. 14 Tahun 2008 Sampa dengan data > data program, | DITLAPTI, gan
tertang KIP Pasal 17 hunuf h @ prograr, keuangar, keuangan, serta logisth BikUB
dokumentaskan | sema logistk yang vang sedang berjalan
segang benalan dan




